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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai
jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum atau
skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan terkait anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketidakharmonisan tersebut dapat diatasi dengan asas lex Posterior derogat
legi priori, sehingga terkait dengan perlindungan anak korban aborsi di Daerah
Istimewa Yogyakarta digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

2. Upaya dan Kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak
korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan
perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta,
yaitu apabila Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat laporan tentang
anak korban aborsi yang sudah meninggal, maka Polda Dearah Istimewa

Yogyakarta berusaha menangkap pelaku aborsi, yaitu wanita dan/atau orang
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lain yang ikut membantu melakukan aborsi tersebut untuk dilakukan
penyidikan. Apabila pelaku berdalih bahwa aborsi tersebut dilakukan sesuai
ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Polda akan menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan aborsi
berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.
Polda akan menyelidiki apakah aborsi yang dilakukan itu sesuai peraturan
dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut,
apabila ternyata pelaku melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi tersebut, maka Polda akan menerapkan Pasal 77A ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 194
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat
ancaman pidana yang sama.
. Kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban
aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
1) Tidak adanya laporan dari warga masyarakat karena aborsi yang berhasil
akan ditutup rapat-rapat oleh dokter yang menangani atau oleh ibunya.
2) Tindakan dokter untuk melakukan aborsi terhadap perempuan sulit
dilacak, karena dokter mempunyai peralatan yang canggih untuk
melakukan hal yang demikian, yang tentu saja dengan mendapatkan

imbalan jasa yang tinggi, sedangkan perempuan yang menghendakinya
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akan merasa terbebas dari semua penderitaan, rasa malu, dan cemoohan
sebagai akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan.

3) Korban berupa janin merupakan makhluk yang tidak berdaya, sehingga
peristiwa aborsi ini akan menghilang begitu saja, seolah-olah tidak ada
korban ( Victimless Crime )

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan berapa saran sebagai

berikut :

1. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat melakukan upaya
preventif dengan melakukan penyuluhan dan upaya sosialisasi Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal-pasal yang
berkaitan dengan aborsi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan
aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat
perkosaan, agar masyarakat terutama kaum remaja dapat memahami dan
membedakan aborsi legal dan ilegal.

2. Karena aborsi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (Victimless Crime),
maka masyarakat diharapkan melaporkan kasus aborsi yang terjadi di
lingkungannya kepada pihak kepolisian termasuk Polda Daerah Istimewa

Yogyakarta.
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